[ SALINAN

WALI KOTA PALU

PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang:

a.

WALI KOTA PALU,

bahwa dalam rangka menjamin agar kegiatan
pembangunan daerah dapat berjalan efektif,
efisien, dan bersasaran maka diperlukan dokumen
perencanaan pembangunan daerah yang
berkeadilan dan berkelanjutan untuk

mewujudkan pembangunan Daerah,;

bahwa dalam upaya mengatasi berbagai
permasalahan yang berkembang secara cepat, serta
upaya mempercepat keberhasilan pencapaian visi dan
misi Pemerintah Kota Palu Tahun 2016-2021 guna
mewujudkan peningkatan kesejahteraan
masyarakat perlu melakukan perubahan terhadap
tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan
program  prioritas pembangunan Daerah yang

tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5



Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kota Palu Tahun 2016-2021;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal
69 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Peraturan
Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun 2016-2021 perlu dilakukan penyesuaian

kembali;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Tahun 2016-2021;

Mengingat : 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah tingkat II Palu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3555);



3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan
evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi
rancangan peraturan daerah tentang rencana
pembangunan jangka panjang daerah dan rencana
pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara
perubahan rencana pembangunan jangka panjang
daerah, rencana pembangunan jangka menengah
daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);



7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 17 Tahun 2011
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Palu
Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah

Kota Palu Tahun 2011 Nomor 14);

8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2016
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengan
Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Palu
Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah

Kota Palu Tahun 2011 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU
dan

WALI KOTA PALU

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH TAHUN 2016-2021.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun

2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun
2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 5,

Tambahan lembaran Daerah Kota Palu Nomor 5) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 5, angka 9, angka 14 diubah, angka 4 dihapus,

diantara angka 4 dan angka 5 disisipkan 1 (satu) angka yaitu



angka 4a, diantara angka 14 dan angka 15 disisipkan 3 (tiga)
angka yaitu angka 14a, angka 14b, angka 14c, sehingga Pasal 1

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1
Daerah adalah Kota Palu.
Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan wurusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
Dihapus
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD
dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.
Pembangunan Daerah adalah wusaha yang sistematik untuk
pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan
dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja,
lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan
publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangannya.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk
periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai
dengan Tahun 2025.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJMD adalah Dokumen perencanaan daerah untuk
periode S (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2016 sampai dengan
Tahun 2021.
Kerangka pendanaan adalah program dan kegiatan yang disusun
untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya
diperoleh dari anggaran pemerintah/daerah, sebagai bagian integral
dari upaya pembangunan daerah secara utuh.
Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai
prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai

sasaranmn.



10.

11.

12.

13.

14.

14.a

14.b

14.c

15.

16.

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah
daerah untuk mencapai tujuan.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau
lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang
dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran
dan tujuan pembangunan daerah.

Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang
sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang
tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi
yang hendak dicapai dan tidak kaku.

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif
dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil,
manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian
kinerja suatu program atau kegiatan.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya
tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang
diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat
Daerah.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan
dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.

Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk
menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang
melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna
pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam
jangka waktu tertentu di Daerah.

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja
untuk  menyelesaikan permasalahan pembangunan dan
mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang

dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat
RKPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk
periode 1 (satu) tahun.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan

pada akhir periode perencanaan.



17. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan

dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Sistematika penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 disusun sebagai berikut:

BAB I

BAB II
BAB III
BAB IV

BAB V
BAB VI

BAB VII

BAB VIII :

BAB IX

PENDAHULUAN

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
DAERAH

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN
PROGRAM PERANGKAT DAERAH

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH

PENUTUP

(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Daerah ini.

3. Ketentuan Pasal 6 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Dihapus
Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatanya dalam Lembaran Daerah

Kota Palu.



Diundangkan di Palu
pada tanggal 19 Juli 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

ASRI

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 19 Juli 2018
WALI KOTA PALU,

ttd

HIDAYAT

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU TAHUN 2018 NOMOR 5

Salinan sesuaj dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Trisno Yunianto D.P,
NIP. 19740630 200212 1 006




I‘

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

TAHUN 2016-2021

UMUM

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kota Palu Tahun 2016-2021 yang tercantum dalam Peraturan
Daerah Kota Palu Nomor S5 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah daerah Tahun 2016-2021
dilakukan karena beberapa pertimbangan sebagai berikut : (1)
adanya perubahan target pencapaian indikator kinerja Pemerintah
Kota Palu, (2) penyelarasan terhadap Peraturan Menteri dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
daerah dan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, (3) penyelarasan Nomenklatur
Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Palu berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah dan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Organsisasi Perangkat Daerah;
dan (4) terdapat beberapa strategi, kebijakan dan program baru
dalam upaya mengatasi berbagai permasalahan yang berkembang
secara cepat serta upaya mempercepat keberhasilan pencapaian visi
dan misi Pemerintah Daerah Kota Palu Tahun 2016-2021.

Revisi dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kota Palu Tahun 2016-2021, akan digunakan sebagai



pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Kota Palu pada setiap tahun anggaran.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, maka
perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota
Palu Tahun 2016-2021.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup Jelas.

Pasal II
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 5



